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Abstract
This article examines the model of Local Regulation related to investment-friendly and environmentally-friendly licensing in Surakarta City. This study includes the type of normative legal research using conceptual approach and statue approach. The authors used the primary legal material and secondary legal material obtained by the collection technique were analyzed using the deduction method. The conclusion of this research is that there are some Regional Regulations in Surakarta that impede investment and not environmentally friendly, namely: Local Regulation No. 9 of 2003 on Industrial Business License, Trading Business License and Warehouse Registration Letters (not investment friendly and not environmentally sound) And Regional Regulation No. 5 of 2012 on the Implementation of Advertising. Therefore, the authors offer the construction of an investment-friendly and environmentally-friendly Regional model with the following four indicators: openness for access and testing, local regulations related to regional development planning priorities, able to encourage economic activity, using integrative approach and have long-term perspective.
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Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisis menggunakan metode deduksi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dari ada beberapa Peraturan Daerah di Surakarta yang menghambat investasi dan tidak berwawasan lingkungan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, penulis menawarkan konstruksi model Peraturan Daerah yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan dengan 4 indikator sebagai berikut: keterbukaan untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan, Investasi, Lingkungan
A. Pendahuluan
Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin penting jika dihadapkan pada pembangunan di bidang ekonomi yang sangat mempengaruhi iklim investasi, karena hal tersebut adalah modal pembangunan daerah. Krisis ekonomi dan krisis politik sejak tahun 1997 (Erman RajaGukguk, 2006:9), yang sampai saat ini masih belum pulih kembali telah memunculkan agenda baru bagi Indonesia, yaitu pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi serta tuntutan demokratisasi di berbagai bidang (Aloysius Uwiyono, 2003: 9).
Investasi dalam kegiatan pembangunan di suatu daerah, sangatlah diperlukan guna menunjang pembangunan daerah tersebut. Hal ini diperlukan karena terkadang suatu daerah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan daerahnya.  Perlunya pelibatan peran swasta ataupun investor ini dapat digambarkan dalam suatu skala dunia, World Development Report  dimana menyebutkan  bahwa 90% lapangan kerja di dunia diciptakan oleh pelaku usaha swasta (Winardi , 2008:8). 
Euforia otonomi daerah yang dimaknai dengan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, diikuti dengan upaya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Made Warka, 2015: 26). Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah yang mengatur berbagai macam pungutan (pajak daerah dan retribusi daerah) untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sebesar-besarnya. Demikian juga kesalahpemahaman terhadap berbagai peraturan yang dibuat oleh kementerian sektoral, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan membuat berbagai kebijakan yang tertuang dalam banyak Peraturan Daerah, terutama di bidang perizinan (Cornella O. Rumbay, 2014: 10).
Evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (https://news.detik.com/berita/3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah)
Disisi lain, pembatalan Peraturan Daerah kabupaten/kota di bidang perizinan menimbulkan masalah baru di daerah. Dengan adanya pembatalan tersebut, berpotensi menimbulkan terjadinya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan perizinan. Selain itu, pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang perizinan dinilai terlalu membatasi kewenangan daerah untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) (Dita Dwi Arisandi, 2017: 6)

Tahun 2017 terbit Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan Peraturan Daerah. Putusan tersebut berdampak pada kewenangan membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Mahkamah Agung.Namun, putusan ini tidak serta merta membatalkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ.
Berdasarkan urutan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis ingin mengkaji mengenai Peraturan Daerah di Surakarta terkait dengan perizinan yang ramah investasi sebagaimana anjuran dari pemerintah, namun tidak mengesampingkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam artikel ini penulis membahas tentang model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta?
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal (doctrinal research). Sifat penelitian adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Peter Mahmud, 2014:133). Selanjutnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik studi pustaka. 
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Hasil penelusuran terhadap peraturan daerah yang ada di dalam Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Surakarta, dari 485 Peraturan Daerah yang pernah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, sejumlah 184 buah Peraturan Daerah yang dinyatakan masih berlaku. Lebih lanjut setelah dilakukan verifikasi dan klasifkasi secara lebih mendalam terhadap 184 buah Peraturan Daerah tersebut, berdasarkan pertimbangan daya berlakunya norma hukum. Norma hukum dari segi daya berlakunya dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai (einmahlig) dan norma hukum yang berlaku terus menerus (dauerhaftig) (Dasril Radjab, 2009:56). Peraturan Daerah yang tergolong norma hukum einmahlig tersebut untuk selanjutnya dikesampingkan sebagai subyek penelitian karena sifat normanya beschikking, yaitu norma hukum yang bersifat individual, konkrit dan sekali selesai.
Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi penulis, ada 17 buah Peraturan Daerah yang materi muatannya mengandung materi perizinan. Dari 17 Perda terkait perizinan yang berdampak signifikan terhadap kegiatan investasi dan lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pariwisata
Dalam Pasal 32 diatur ketentuan mengenai permohonan pendaftaran usaha pariwisata. Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Daerah ini ramah investasi karena berpotensi mendorong perekonomian dengan mengoptimalkan obyek wisata yang ada dan menyediakan sarana dan prasarana untuk usaha pariwisata tersebut. 

Selain itu, adanya pemenuhan izin gangguan, AMDAL, UKL dan UPL, menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk menjaga kelestarian lingkungan demu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Sehingga, di samping memenuhi target ekonomi daerah, aspek pengelolaan lingkungan hidup tidak diabaikan.
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet
Izin mendirikan warung internet dikeluarkan oleh walikota dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan izin mendirikan warung internet diatur dalam Pasal 10 dan kelengkapan dokumennya diatur dalam Pasal 12. Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ramah investasi dan berwawasan lingkungan karena selain mengatur mengenai usaha warnet yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, di sisi lain peraturan tersebut tidak mengesampingkan aspek pengelolaan lingkungannya.
c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Jasa Konstruksi
Jenis usaha jasa kons​truksi yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi. Animo masyarakat menggeluti usaha di bidang jasa konstruksi, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebalik​nya peningkatan jumlah bisnis di bidang jasa konstruksi belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja para penyelenggara jasa konstruksi. Sehingga, Peraturan Daerah ini sangat urgen untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Pasal 39 diatur mengenai syarat pengurusan izin usaha jasa konstruksi. Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Daerah ini ramah investasi karena mendorong kemampuan insentif ekonomi kota Surakarta. Namun demikian, belum ada klausul yang jelas mengenai perizinan yang mengarah ke pengelolaan lingkungan sebagai langkah preventif adanya usaha jasa konstruksi bilamana disetujui oleh pemerintah kota. 
d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
Menurut penulis, Peraturan Daerah ini memerhatikan aspek lingkungan. Dalam proses penerbitan IMB, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan termasuk UKL-UPL dan Amdal. Perizinan bangunan gedung diatur dalam Bab VII. Bagian kesatu diatur mengenai izin pemanfaatan ruang dan tata cara pengajuannya. Pasal 98 dengan jelas mengatur persyaratan izin mendirikan bangunan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan SK IMB tersebut.

Selain Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Surakarta juga menjabarkan alur permohonan IMB dalam sebuah bagan yang mudah dimengerti oleh Pemohon. Alur tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Daerah ini. Adanya alur permohonan yang jelas tersebut di atas memudahkan para pemohon, khususnya para investor dalam pengurusan IMB. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini ramah investasi.
e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud melakukan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif. Sehingga izin yang diberikan bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat uasaha atas gangguan yang kemungkinan ditimbulkan.

Persyaratan izinnya dapat dilihat pada Pasal 5 yang memuat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin tersebut. Jadi, Peraturan Daerah ini seperti salah satu upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup di tengah gencarnya investasi di kota Surakarta.

Dengan ditetapkannya Permendagri  No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang yang mendirikan, mengubah, menambah dan atau memperluas tempat kegiatan dan atau usaha yang penyelenggaraannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan atau lingkungan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Wali Kota. Untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan keseimbangan dan keadilan, pemkot mengambil kebijakan untuk mengatur izin gangguan dalam suatu Peraturan Daerah (http://www.radarlombok.co.id/izin-ho-kriteria-lingkungan-dihapus-kppt-bingung.html).
Perkembangan terbaru, dengan pertimbangan guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan melindungi kepentingan umum serta perlunya disesuaikan dengan perkembangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo pada 28 April 2016 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Daerah (http://www.solopos.com/2014/03/05/solo-tetapkan-perda-baru-izin-gangguan-494064).

Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 itu, Mendagri menghapus ketentuan mengenai masalah lingkungan dari kriteria gangguan dalam penetapan izin di daerah, yang semula masuk dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Perubahan tersebut tentunya berdampak pada eksistensi Peraturan Daerah Surakarta Nomor 14 Tahun 2014 yang masih mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Hingga saat ini belum ada sosialisasi mengenai perubahan tersebut sehingga Pemerintah Kota Surakarta masih menggunakan peraturan yang lama.
f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pengelolaan Air Tanah
Peraturan Pemerintahan (PP) No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, salah satunya mengatur pengalihan kewenangan pengelolaan air tanah dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota (http://www.solopos.com/2012/03/13/pengelolaan-air-belum-punya-perda-air-tanah-solo-rugi-170074). Adanya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di samping itu, Kota Solo dipastikan merugi jika tidak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air tanah. Karena selain tidak dapat maksimal dalam mengendalikan dampak bagi kerusakan lingkungan, Pemerintah Kota juga beresiko kehilangan potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi pemakaian air tanah.

Peraturan Daerah ini memerhatikan pembangunan berwawasan lingkungan. Hal tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 47 yang mengatur pengendalian daya rusak air tanah. Selanjutnya, di BAB X diatur tentang prosedur dan tata cara memperoleh perizinan untuk mengelola air tanah. Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur. Permohonan tersebut melampirkan beberapa dokumen salah satunya UKL-UPL atau AMDAL.

Mencermati regulasi tentang pengelolaan air tanah, pada bulan Februari 2015, Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-undang No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air, secara langsung telah menghapus berbagai regulasi tentang sumber daya di Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia saat ini sedang tidak memiliki regulasi tentang sumber daya air. Air tanah adalah komponen air yang mendapat perhatian paling rendah, dengan dukungan regulasi yang minimum (Dasapta Erwin, 2017).

Mencermati pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Daerah ini yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pmerintah Daerah, maka seyogyanya Pemerintah Kota Surakarta segera menghapus dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru terkait pengaturan pengelolaan air tanah. Mengingat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru mengamanatkan tentang kewenangan perizinan yang dilimpahkan kembali ke Pemerintah Provinsi.
g.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perhubungan
Pengaturan perizinan dan sertifikasi diatur dalam Pasal 63, dimana Pasal tersebut mengatur tentang perizinan penyelenggaraan umum bengkel motor. Selanjutnya, di Pasal 90 juga diatur mengenai perizinan menjalankan usaha, yaitu penggunaan kantin dan loket penjualan karcis. Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Untuk menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan, ada Pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam Pasal 94 diatur mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.  
h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5306 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2016 mewajibkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dibatalkan di beberapa ketentuan yang terkandung didalamnya (http://jdih.surakarta.go.id/detail_berita.php?berita_id=466&zaza=Berita).

Pada bulan Februari tahun 2017, ada sekitar 20 menara telekomunikasi yang menyalahi izin di kota Solo. Diantaranya yang ada di Karangasem yang izinnya habis pada 2009 lalu. Sedangkan di wilayah Nusukan menara telekomunikasi yang ada izinnya pun habis pada 2011 lalu. Masih ada lagi di wilayah Semanggi, menara telekomunikasi sudah berdiri namun izinnya belum diproses (http://radarsolo.jawapos.com/read/2017/02/03/6056/dprd-surakarta-tindak-tegas-tower-ilegal). Pelanggaran semacam ini seharusnya mendapat tindakan yang tegas dari Pemerintah Kota Surakarta, khususnya dinas terkait.  
Selama ini dinas terkait hanya menindak jika ada laporan dari warga. Namun yang disayangkan selama ini warga yang melaporkan adanya menara telekomunikasi ilegal justru bukan warga yang terdampak langsung. Karena itu daripada dimanfaatkan pihak lain, lebih baik pemkot berani menindak tegas menara telekomunikasi yang ilegal.

Menurut penulis, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tidak ramah investasi karena beberapa ketentuan Pasalnya multitafsir dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, Pemerintah Kota Surakarta wajib untuk merevisi Pasal tersebut agar para investor memiliki payung hukum yang kuat.

Sehingga secara teoritis, Peraturan Daerah ini telah memerhatikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak pelanggaran mengenai pembangunan menara telekomunikasi belum ditindak tegas sehingga mengancam lingkungan sekitar.
i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Penyelenggaraan Reklame
Selama tahun 2012 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame itu senilai Rp. 4,6 miliar (http://www.solopos.com/2013/01/03/asppro-solo-keluhkan-perizinan-reklame-364313). Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan media iklan luar (out door) maupun dalam ruang (in door) memiliki posisi yang penting dan strategis.
Terkait dengan perizinan penyelenggaraan reklame, dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Bab VII. Dilihat dari aspek lingkungan, melalui ketentuan Pasal Peraturan Daerah ini mengimbau agar penyelenggaraan reklame tidak mengganggu kelestarian lingkungan. hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 (b) Selanjutnya, di Pasal 31 ayat 1 juga diatur penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.

Menganalisis Pasal per Pasal Peraturan Daerah ini, belum diatur mengenai lamanya proses pembuatan perizinan penyelenggaraan reklame sehingga implementasinya pun tidak jelas. Selain itu, pengaturan titik reklame belum diatur dengan jelas sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikategorikan tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan.
j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Penanaman Modal
Dalam Bab VI diatur mengenai perizinan dan pelayanan perizinan. Pasal 14 disebutkan bahwa Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Walikota. Selanjutnya, Pasal 15 menjelaskan bahwa izin tersebut diproses dan diterbitkan berdasarkan permohonan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa asas Peraturan Daerah ini salah satunya ada berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tidak hanya itu, di Pasal 3 juga tercantum tujuan pembuatan Peraturan Daerah ini yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi, tidak hanya ramah investasi tetapi diharapkan adanya penanaman modal juga melestarikan lingkungan hidup.
Namun, dasar pertimbangan hukum Peraturan Daerah ini masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Solo segera merevisi Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.
k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang
Setelah dilakukan penelitian maka telah ditemukan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang investasi (Agus Rusmanto, 2010:88). Jika suatu Perda tidak sinkron dengan peraturan diatasnya dan masih diberlakukan maka akan terjadi kesewenang-wenangan birokrat dalam menerbitkan izin karena tidak ada ukuran baku dari Peraturan Daerah sehingga terjadi tumpang tindih aturan, terlebih dalam Peraturan Daerah tidak ada penjelasan maka tidak bisa dihindarkan adanya multi interpretasi. 

Secara keseluruhan, penulis sependapat dengan Pemerintah Kota Surakarta yang memasukkan Peraturan Daerah ini sebagai salah satu Peraturan Daerah yang hendak dihapus dan akan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Karena menurut hemat penulis, Peraturan Daerah ini, selain tidak ramah investasi juga tidak berorientasi terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Hukum responsif hadir menyajikan konstruksi ideal suatu Peraturan Daerah yang dapat mengakomodir kepentingan investasi dan lingkungan memiliki indikator sebagai berikut:

a. Keterbukaan  untuk akses dan pengujian

Model Peraturan Daerah yang mengatur perizinan diharapkan ada keterbukaan untuk akses dan pengujiannya. Ada ketentuan mengenai syarat, alur dan dokumen yang dibutuhkan, selain itu mekanisme adanya komplain yang juga diatur dalam Peraturan tersebut. Sehingga informasi tersebut dapat memudahkan pemohon yang hendak investasi di Surakarta. Hal ini juga berlaku untuk keterbukaan mengenai persyaratan UKL-UPL dan AMDAL yang berkaitan dengan tindakan preventif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dilihat dari pengertiannya keterbukaan merupakan data/informasi bagi masyarakat yang dapat di akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik.
Berikut analisis penulis yang mengkaji mengenai keterbukaan dalam dalam beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan di Surakarta untuk mewujudkan ramah investasi dan berwawasan lingkungan:

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pariwisata
Keterbukaan akses dapat ditemukan dalam Pasal 32 yang mengatur mengenai pendaftaran permohonan usaha pariwisata. Ada beberapa penjelasan mengenai dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan perizinan tersebut. Selanjutnya, pengajuan permohonannya pun dapat dilakukan secara online sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dengan permohonan online tersebut maka para pemohon, khususnya investor dapat mengurus perizinannya secara mobile.

Sehingga, indikator keterbukaan dalam Peraturan Daerah ini terpenuhi karena terdapat klausul yang jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi, alur dan waktu penyelesaian izin. Selain itu terdapat hak dan kewajiban serta larangan yang dicantumkan dalam ketentuan ini.
2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
Menurut penulis, Peraturan Daerah ini memerhatikan aspek lingkungan. Dalam proses penerbitan IMB, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan termasuk UKL-UPL dan Amdal. Perizinan bangunan gedung diatur dalam Bab VII. Bagian kesatu diatur mengenai izin pemanfaatan ruang dan tata cara pengajuannya. Pasal 98 dengan jelas mengatur persyaratan izin mendirikan bangunan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan SK IMB tersebut.

3) Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet 
Dalam Pasal 10 diatur mengenai permohonan izin untuk penyelenggaraan internet. Dalam Peraturan Daerah ini juga terdapat syarat serta waktu pengurusan izin tersebut sehingga dapat memudahkan pemohon dalam pengajuan penyelenggaraan internet. Selain itu, ada klausul yang mensyaratkan dokumen IMB dan izin gangguan sebagai upaya pengelolaan lingkungan jangka panjang. Sehingga, indikator keterbukaan dalam Peraturan Daerah ini terpenuhi karena terdapat ketentuan yang jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi. 
4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Jasa Konstruksi 
Dalam Pasal 39 diatur mengenai persyaratan permohonan izin untuk jasa konstruksi. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur pula mengenai masa berlaku perizinan tersebut dan hak serta kewajiban pemegang izin. Penyelesaian sengketa juga diatur di Pasal 65, sehingga pemohon dapat memahami jika ada sengketa dalam perizinan tersebut. Dicermati dari segi ekonomi, Peraturan Daerah ini memenuhi indikator keterbukaan karena terdapat ketentuan yang jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi. Namun, penulis tidak menemukan syarat-syarat pemenuhan sebagai langkah preventif menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat, jasa konstruksi berkaitan erat dengan aspek pelestarian lingkungan.
5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan 
Dalam Pasal 5 sebenarnya diatur mengenai persyaratan izin yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan surat izin gangguan tersebut, baik dalam segi dokumen maupun ketentuan pemberian izin tersebut. Namun, sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perintah peraturan undang-undang yang baru sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Sehingga Peraturan Daerah ini belum memenuhi keterbukaan karena belum ada kejelasan untuk Pemohon mengenai syarat mengenai izin gangguan.
6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pengelolaan Air Tanah
Peraturan Daerah ini juga masih menggunakan pertimbangan dasar hukum peraturan perundangan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Aspek keterbukaan dalam Peraturan Daerah ini dapat dicermati dalam Pasal 51 mengenai persyaratan perizinan dan proses pembuatan izin mengenai pengelolaan air. Diharapkan segera dibuat Peraturan Daerah yang baru agar ada kepastian hukum untuk para investor yang ingin melakukan usaha pengelolaan air tanah.
7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perhubungan 
Mengenai syarat perizinan diatur dalam Peraturan Walikota. Pertimbangan dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini juga masih menggunakan peraturan perundangan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi 
Menurut penulis, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tidak memenuhi keterbukaan akses bagi para pemohon perizinan, karena beberapa ketentuan Pasalnya multitafsir dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, Pemerintah Kota Surakarta wajib untuk merevisi Pasal tersebut agar para investor memiliki payung hukum yang kuat.
Dasar pertimbangan hukumnya masih memakai Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, sehingga Pemkot Solo harus membuat Peraturan Daerah yang baru sebagai upaya sinkronisasi dengan Undang-Undang tersebut. Diharapkan di Peraturan Daerah yang baru nanti memuat persyaratan dan mekanisme perizinan pendirian menara untuk memudahkan para pengusaha yang ingin berinvestasi di bidang pembangunan menara telekomunikasi. 
9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Penyelenggaraan Reklame 
Menganalisis Pasal per Pasal Peraturan Daerah ini, belum diatur mengenai lamanya proses pembuatan perizinan penyelenggaraan reklame sehingga implementasinya pun tidak jelas. Selain itu, pengaturan titik reklame belum diatur dengan jelas sehingga Peraturan Daerah belum memenuhi indikator keterbukaan.
10) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Penanaman Modal
Dalam Bab VI diatur mengenai perizinan dan pelayanan perizinan. Pasal 14 disebutkan bahwa Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Walikota. Selanjutnya, Pasal 15 menjelaskan bahwa izin tersebut diproses dan diterbitkan berdasarkan permohonan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa asas Peraturan Daerah ini salah satunya ada berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tidak hanya itu, di Pasal 3 juga tercantum tujuan pembuatan Peraturan Daerah ini yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adanya mekanisme dan proses permohonan pengajuan perizinan tersebut memudahkan para pemohon dalam pengajuan penanaman modal di Surakarta. Sehingga, Peraturan Daerah ini telah memenuhi kriteria keterbukaan akses untuk pemohon.
11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang 
Adanya ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut asas lex superior derogat legi inferior, maka Peraturan Daerah perlu direvisi. Jika suatu Peraturan Daerah tidak sinkron dengan peraturan diatasnya dan masih diberlakukan maka akan terjadi kesewenang-wenangan birokrat dalam menerbitkan izin.
b. Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah
Penulis menggunakan visi misi yang ada dalam RPJMD sebagai tolok ukur apakah suatu Peraturan Daerah merupakan prioritas perecanaan pembangunan daerah atau tidak. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-2021, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pariwisata termasuk prioritas perencanaan pembangunan daerah. Dengan pengaturan penyelenggaraan pariwisata maka visi Kota Surakarta untuk mewujudkan kota budaya yang mandiri dapat dicapai dengan mengopytimalisasi potensi lokal, budaya dan pariwisatanya.
Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet juga merupakan merupakan prioritas pembangunan daerah karena Peraturan Daerah tersebut sebagai respon permasalahan infrastruktur jaringan yang belum merata di Surakarta.  
Berdasarkan visi misi walikota dan walikota tahun 2010-2015, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Penyelenggaraan Reklame termasuk Peraturan Daerah yang menjadi prioritas rencana pembangunan karena Peraturan Daerah tersebut diharapkan menciptakan iklim investasi yang ramah di Surakarta sebagaimana pokok kajian penelitian ini. Sebagai implikasi dari banyaknya usaha yang ramah investasi tersebut, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan menjadi prioritas pembangunan untuk pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan terhadap lingkungan sekitar.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perhubungan juga termasuk prioritas rencana pembangunan karena salah satu misi walikota adalah sarana dan prasarana kota antara lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase. 

Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi walikota Surakarta periode 2010-2015. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Bangunan juga merupakan prioritas pada masa itu sebagai upaya penataan kota di Surakarta. 
Meskipun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang terdapat beberapa Pasal yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, tetapi Peraturan Daerah menjadi prioritas pada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Surakarta tahun 2003-2008.

c. Peraturan Daerah mampu mendorong aktifitas ekonomi

Indikator ini berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap rumusan masalah yang pertama. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah yang ramah investasi. Adapun Peraturan Daerah tentang perizinan yang ramah investasi dan mendorong aktifitas ekonomi adalah: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pariwisata, Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Jasa Konstruksi, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.
d. Menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang
Indikator ini berkaitan dengan konsep Peraturan Daerah yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, Peraturan Daerah Surakarta terkait perizinan yang menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang adalah: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pariwisata, Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pengelolaan Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

D. Simpulan
Ada 11 Peraturan Daerah di Surakarta yang menjadi kajian dalam artikel ini yang berkaitan perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Tidak semua Peraturan Daerah Surakarta terkait perizinan yang tergolong ramah investasi dan berwawasan lingkungan, maka penulis menyimpulkan bahwa konstruksi ideal model Peraturan Daerah tersebut setidaknya memenuhi 4 aspek berikut: Keterbukaan  untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, Peraturan Daerah mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang
E. Saran

1. Perlunya sinkronisasi hukum antara Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat ada beberapa kewenangan terkait perizinan yang telah dilimpahkan ke tingkat provinsi. 
2. Perlu adanya revisi beberapa Peraturan Daerah terkait perizinan karena dianggap tidak relevan lagi. Tentunya dengan menyeimbangkan antara aspek ramah investasi dengan lingkungannya.
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